
B U PATI LAM P U NG SELATAN 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 

NOMOR 28.a TAHUN 2011 

TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANF AA TAN 
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 201 1 
tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan maka dipandang perlu 
menetapkan Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif lzin 
Mendirikan Bangunan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif lzi Mendirikan Bangunan 
di Kabupaten Lampung Selatan; 

Mengingat: 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat 
Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)· 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kal i terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 



Menetapkan : 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 737); 

11 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakh1r dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara serta Penyampaiannya; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENT ANG TAT A CARA PEMBERIAN DAN 
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN 
MENDIRIKAN BANGUNAN 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan. 

Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 



3 Supati adalah Supati Lampung Selatan. 

4 Wakil Supati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

6. Sadan adalah Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten 
Lampung Selatan. 

7. Kepala Sadan adalah Kepala Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kabupaten Lampung Selatan . 

8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku . 

9. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribus1 adalah 
Pembayaran atas pemberian lzin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah daerah kepada 
Orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan. 

1 o. lzi Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat 1MB adalah izin yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang d1maksudkan agar desain, 
pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang 
berlaku, sesuai dengan koefisien dasar Bangunan (KDB) , Koefisien Luas Bangunan 
(KLB, Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat­
syarat keselamatan bangunan yang menempati bangunan tersebut. 

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiata mulai dari penghimpunan data obyek dan 
subyek pajak, penentu besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak 
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

12. lnsentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut lnsentif adalah tambahan 
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam 
melaksanakan pemungutan pajak. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) lnsentif diberikan kepada lnsentif Pelaksana Pemungutan Retribusi IMS. 

(2) lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proposional dibayarkan kepada: 

a. Pejabat dan Pegawai lnstansi pelaksana pemungutan Retribusi 1MB dengan 
Tanggung Jawab masing-masing. 

b. Supati dan Waki l Supati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah . 

c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan Daerah. 

d. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan Retribusi 1MB. 

BAB Ill 

PEMBERIAN INSENTIF 

Pasal 3 

(1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian 
kinerja tertentu. 



(2) Pemberian lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran 
P ndapatan dan Belanja aerah. 

(3) Besarnya lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% ima 
persen) dari rencana penerimaan pajak dalam Tahun Anggaran berjalan. 

(4) Pemberian dan emanfaatan lnsentif sebagaimana dimaksud pada yat 1) diperuntukkan 
untuk: 

a. Bupati 0,50% (Nol koma lima uluh persen) 

b. Wakil Bupati . 0,25% (Nol koma dua puluh lima perse ) 

c. Sekretaris Daerah . 0,25% (Nol koma dua puluh lima persen) 

d. BPMPPT · 4 % (Empat persen) 

BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan rm, sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut denga Keputusan Bup ti . 

Pasal5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar etiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten ampung elatan . 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal 3 Okto ber 2011 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

RYCKO MENOZA SZP 

Diundangkan di Kalianda NO P RAF KQORD, 
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